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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA OMBUDSMAN  

DI INDONESIA 

A. Sejarah Berdirinya Lembaga Ombudsman di Berbagai Negara 

Institusi pengawasan yang bernama Ombudsman ini pertama kali lahir di 

Swedia, namun pada dasarnya Swedia bukanlah Negara pertama yang 

membangun pengawasan Ombudsman ini. Bryan Gilling dalam tulisannya 

berjudul “The Ombudsman In New Zealand” mengungkapkan pada zaman 

Kekaisaran Romawi terdapat institusi Tribunal Plebis yang tugas dan fungsinya 

hampir sama dengan Ombudsman yaitu melindungi hak-hak masyarakat lemah 

dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para bangsawan. 

Namun pada dasarnya lembaga ombudsman berakar dari prinsip-prinsip 

keadilan yang ada di sistem ketatanegaraan islam, yang berkembang pada masa 

pemerintahan khalifah umar bin khattab yang memposisikan dirinya sebagai 

Muhtasib yakni orang yang menerima keluhan dari masyarakat dan menjadi 

mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara pedagang pasar dan pejabat 

pemerintahan.  

Adapun Tahun 1991 Firlandia sekaligus menempatkan dirinya sebagai 

Negara pertama di dunia yang mengadopsi lembaga Ombudsman. Negara 

berikutnya yang adalah Denmark pada tahun 1955. Perbedaan Ombudsman 

Denmark dengan yang lain ialah kewenangan atau kompetensinya, Ombudsman 

Denmark tidak memiliki kewenangan mengawasi aparatur peradilan, juga tidak 

memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum di siding 
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pengadilan. Ombudsman Denmark hanya mengawasi tindak tanduk aparat 

pemerintah. Namun demikian model Ombudsman Denmark inilah yang banyak 

ditiru dewasa ini oleh berbagai Negara, terutama di eropa dan belahan bumi 

lainnya karna model lembaga Ombudsman Denmark ini dinamakan dengan 

lembaga Ombudsman modern. 

Pada waktu-waktu berikutnya banyak Negara yang berlomba-lomba 

mendirikan lembaga Ombudsman, di mulai dari inggris pada tahun (1967) dan 

beberapa Negara bagian Canada (sekitar tahun 1967), disusul Tanzania (1968), 

Hawaii (1969), Israel (1971), Lowa (1972), Prancis (1973), Portugal (1975), 

Puerto Rico (1977), Australia (1977), Spanyol (1981), Belanda (1981) dan 

beberapa Negara bagian Amerika latin.
1
 

 

B. Sejarah Berdirinya Ombudsman di Indonesia 

Melihat sistem politik Indonesia saat itu bercirikan lembaga eksekutif yang 

kuat yang disokong oleh lembaga legislatif yang lemah, membuat kontrol 

terhadap lembaga eksekutif berkurang.Hal ini dapat dianggap sebagai pra kondisi 

yang menyuburkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang buruk.Hubungan 

antara eksekutif dan legislatif yang tidak seimbang menghambat kontrol terhadap 

pemerintah. 

 kondisi sistem ketatanegaraan yang sangat memprihatinkan tersebut, maka 

wajar timbul pemikiran untuk mencari suatu upaya agar terwujud pemerintahan 

yang bersih, bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan 

                                                             
1
 Asmara, Galang, Hukum Kelembagaan Negara, (Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 

2016). Hlm.5-8 
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membentuk suatu lembaga pengawasan masyarakat yang bersifat mandiri dan 

yang akan menampung segala pengaduan masyarakat terhadap sikap tindak 

aparatur pemerintah atau aparatur penyelenggara Negara. Lembaga yang 

dimaksud adalah lembaga Ombudsman yang diharapkan bisa menciptakan 

pemerintahan yang bersih (clean governance) dan pengelolaan pemerintahan yang 

baik (good governance) untuk melindungi hukum yang melekat pada masyarakat 

dan mencegah praktik-praktik maladministrasi yang di lakukan oleh penyelnggara 

Negara.
2
 

Ada beberapa pertimbangan pembentukan lembaga Ombudsman ini antara 

lain: 

a. Peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan akan lebih 

menjamin penyelenggaraan Negara yang jujur, bersih, transparan, bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

b. Pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat perlu dikembangkan serta 

diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan 

oleh aparatur pemerintahan dapat diminimalisir. 

c. Pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh 

aparatur pemerintahan merupakan integral dari upaya untuk menciptakan 

keadilan dan kesejahteraan.
3
 

Gagasan pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia sesungguhnya 

pernah muncul di tahun 1999.Lebih tepatnya Tanggal 8 Desember 1999 Presiden 

                                                             
2
 Asmara, Galang, Hukum Kelembagaan Negara, (Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 

2016). Hlm. 109-110 
3
Jazim Hamidi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, (Bandung, PT. ALUMNI, 

2010)  hlm. 145-146 
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KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menerbitkan Keputusan Presiden 

Nomor 155 Tahun 1999 Tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga 

Ombudsman. Keppres tersebut ternyata keluar dari hasil pembicaraan yang telah 

disepakati sebelumnya antara Gus Dur, Marzuki Darusman dan Antonius Sujata. 

Pada tanggal 18 Desember 1999 Antonius Sujata bersama Jaksa Agung 

Marzuki Darusman kembali menghadap Gus Dur dan meminta klarifikasi tentang 

keberadaan keppres Nomor 155 Tahun 1999, keduanya tetap pada rekomendasi 

haris pembicaraan yang telah disepakati sebelumnya, sehingga akhirnya pada 

tanggal 20 Maret Tahun 2000 Gus Dur mengeluarkan keppres Nomor 44 Tahun 

2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional yang sekaligus 

menetapkan ketua, wakil ketua dan anggota-anggota Ombudsman lainnya.
4
 

Kehadiran Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman 

Nasional itu terdapat tiga gagasan pentingnya, yaitu: 

1. Bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka untuk 

melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan yang jujur, 

bersih, transparan, terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

2. Bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap 

penyelenggaraan Negara merupakan implementasi demokratisasi yang 

perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, 

wewenang ataupun jabatan oleh aparatur Negara agar tidak terjadi 

maladministrasi atau dapat diminimalisir. 

                                                             
4
 Ongky Setio Kuncoro, Sejarah pembentukan dan perkembangan Ombudsman di 

Indonesia, Artikel Ekonomi dan Manajemen, No.504/Januari 2015 
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3. Bahwa dalam penyelenggaraan Negara khususnya penyelenggaraan 

pemerintahan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak 

anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk 

menciptakan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh warga Negara. 

Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tersebut kemudian mengalami perubahan dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia. Perubahan yang dimaksud antara lain menyangkut nama, 

status kelembagaan, ruang lingkup kewenangannya dan lain-lain. Mengenai nama, 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 mengubah nama Komisi Ombudsman 

Nasional dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).  

Menurut Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi 

Ombudsman Nasional, yang dimaksud dengan Ombudsman Republik indonesia 

adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan pancasila dan bersifat 

mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas 

laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan Negara khususnya pelaksanaan 

oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang dimaksud dengan 

Ombudsman Republik Indonesia ini ialah lembaga Negara yang mempunyai 

kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang 
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diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang 

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 

Badan Hukum Milik Negara, serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi 

tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau 

anggaran pendapatan belanja daerah.
5
 

Pada hakikatnya, lembaga Ombudsman adalah suatu lembaga independen 

yang berperan menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan lembaga 

pemerintahan (Government Department) sebagai lembaga publik yang terbatas 

dan tidak menjangkau lembaga peradilan, karena sebagaimana prinsip-prinsip 

hukum yang berlaku bahwa para penegak hukum di lingkungan lembaga peradilan 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak boleh dicampuri atau dipengaruhi 

oleh pihak-pihak lain. 

 

C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia   

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya Ombudsman Republik 

Indonesia selalu bersandar kepada prinsip-prinsip yang dianutnya sehingga 

menjadi lembaga Negara yang berbeda dengan lembaga Negara 

lainnya.Ombudsman merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak 

memiliki hubungan apapun dengan lembaga Negara lainnya atau dengan instansi 

pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terbebas 

dari campur tangan kekuasaan lainnya. 

                                                             
5
 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia  
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Ombudsman berfungsi mengawasi  penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diselengarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan baik dipusat 

maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta Badan 

Swasta atau perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan 

publik tertentu.
6
 

Adapun fungsi Ombudsman yang dijelaskan berdasarkan Keppres Nomor 

44 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut: 

a. Memberdayakan masyarakat melalui peran serta mereka untuk 

melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan Negara 

yang jujur, bersih, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

b. Menganjurkan dan membantu masyarakat memanfaatkan pelayanan 

publik secara optimal untuk penyelesaian persoalan. 

c. Memberdayakan pengawasan oleh masyarakat merupakan implementasi 

demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar 

penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur 

Negara dapat diminimalisir. 

d. Dalam penyelenggaraan Negara khususnya penyelenggaraan 

pemerintahan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-

hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga 

peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk 

menciptakan keadilan dan kesejahteraan. 

                                                             
6
 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia 
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e. Lembaga Ombudsman merupakat suatu komisi pengawasan yang 

bersifat mandiri dan berdiri sendiri lepas dari campur tangan lembaga 

kenegaraan lainnya. 
7
 

Pada dasarnya Ombudsman sangat erat hubungannya dengan keluhan 

masyarakat terhadap sesuatu tindakan dan keputusan dari pejabat administrasi 

publik yang dinilai merugikan masyarakat.Peranan Ombudsman adalah untuk 

melindungi masyarakat terhadap pelanggaran hak, penyalahgunaan wewenang, 

kesalahan, kelalaian, keputusan yang tidak fair dan maladministrasi dalam rangka 

meningkatkan kualitas administrasi publik dan membuat tindakan-tindakan 

pemerintah lebih terbuka dan akuntabel terhadap anggota masyarakat. 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menjelaskan mengenai 

tugas-tugas Ombudsman, ialah: 

a. Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. 

c. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang likup kewenangan 

ombudsman 

d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 

maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau 

lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan 

perseorangan. 

                                                             
7
 Pasal 2 Keppres Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Ombudsman Republik Indonesia 
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f. Membangun jaringan kerja. 

g. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik, dan 

h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Undang-Undang.
8
 

Adapun wewenang Ombudsman Republik Indonesia yaitu menerima  

laporan dan mempelajari laporan tersebut apakah termasuk dalam ruang lingkup 

kewenangannya, meminta keterangan secara lisan atau tertulis kepada para pihak, 

memeriksa dan meminta dokumen-dokumen serta meminta fotocopy, membuat 

rekomendasi dan bila perlu mengumumkan kepada publik. Ombudsman juga 

dapat menyampaikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait.Misalnya 

kepada Presiden, Kepala Daerah, atau DPR dalam rangka perbaikan peraturan 

atau perbaikan pelayanan umum. 

Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 

Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan mengenai kewenangan yang di 

berikan kepada lembaga ombudsman ini ialah: 

Ayat (1) 

a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, 

atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada 

Ombudsman. 

b. Memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen lain yang ada pada 

Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan. 

                                                             
8
 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia 
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c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotocopy dokumen yang 

diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan dari instansi 

Terlapor. 

d. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang 

terkais dengan laporan. 

e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan 

para pihak. 

f. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk 

rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada 

pihak yang dirugikan. 

g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan 

rekomendasi. 

Ayat (2) 

a. Menyampaikan saran kepada Presiden, Kepala Daerah, atau pimpinan 

penyelenggara negara lainnya guna perbikan dan penyempurnaan 

organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik. 

b. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Kepala Daerah 

agar terhadap Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan 

lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.
9
 

Berdasarkan ketentuan diatas, pada dasarnya konsep-konsep 

pengawasan Ombudsman Republik Indonesia adalah diawali dengan adanya 

                                                             
9
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laporan, untuk melanjutkan atau menindak lanjuti laporan tersebut.Akan 

tetapi jika tidak ada laporan apapun dari masyarakat Ombudsman Republik 

Indonesia tetap memonitoring kinerja aparatur penyellenggara Negara. 

 

D. Tujuan Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia 

Sebelum reformasi penyelenggaraan Negara dan pemerintahan diwarnai 

dengan praktek maladministrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi dan 

nepotisme sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan 

Negara dan pemerintahan yang efektif dab efesien, jujur, bersih, terbuka, serta 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, penyelenggaraan Negara dan 

pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur 

penyelenggara Negara dan pemerintahan dan penegakan asas-asas pemerintahan 

umum yang baik. 

Adapun tujuan pembentukan lembaga Ombudsman ini adalah untuk 

membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam 

melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme melalui peran serta 

masyarakat.Selain itu, untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar 

memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik lagi. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Ombudsman diberi tugas pokok antara lain 

melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi 

mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara Negara dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik. 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia menjelaskan tentang tujuan lembaga Ombudsman ini ialah: 
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a. Mewujudkan Negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera 

b. Mendorong penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang efektif dan 

efesien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

c. Meningkatkan mutu pelayanan Negara disegala bidang agar setiap 

warga Negara memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraaan 

yang semakin baik. 

d. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan 

dan pencegahan praktek maladministrasi, diskriminasi, korupsi, kolusi 

dan nepotisme. 

e. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, 

dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.
10

 

 

E. Kedudukan Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia  

Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia menurut konsep pembagian kekuasaan pada prinsipnya berperan 

sebagai lembaga Negara yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara. 

Pada tanggal 10 Maret tahun 2000 beserta Kehadiran Keppres Nomor 44 

Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional ini sudah memaparkan 

mengenai kedudukan yang di duduki oleh Ombudsman tersebut, seiring 

berjalannya waktu hadirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
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 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia 
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Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan yang dimaksud antara lain 

menyangkut nama, status kelembagaan, ruang likup kewenangan dan lain-lainnya. 

pada saat itu Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2008 menegaskan bahwa kedudukan 

Ombudsman adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki 

hubungan organik dengan lembaga Negara atau instansi pemerintahan lainnya, 

serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan 

lainnya. Dari kedudukan ini, perlu diperjelas dimanakah kedudukan Ombudsman 

Republik Indonesia sebernarnya?. UUD 1945 hasil perubahan menempatkan 

semua lembaga Negara berada dalam posisi yang saling mengontrol dan saling 

mengimbangi (checks and balances). 

Di tinjau dari sudut pandang Hukum Ketatanegaraan, dari ketentuan pasal 1 

 Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia, dapat diketahui bahwa 

Ombudsman Republik Indonesia dihajatkan memiliki kedudukan yang sejajar 

dengan lembaga-lembaga Negara seperti : Presiden, DPR, BPK, MA, MK, KY, 

dan KPU. Karena sistem pembagian kekuasaan negara berdasarkan UUD 1945 

setelah perubahan ke-4 tidak lagi menganut prinsip struktural hirarkis melainkan 

fungsional dan kesejajaran, saling terkait dan saling mengontrol satu dengan yang 

lainnya (checks and balances) atau dikarnakan tugas dan fungsinya sama seperti 

lembaga Negara lainnya yang bersifat mandiri.
11

 

Menurut Philipus M. Hadjon makna kedudukan suatu lembaga Negara dapat 

dilihat dari dua sisi, yaitu: 
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1. Kedudukannya diartikan sebagai suatu posisi yaitu posisi lembaga Negara 

dibandingkan dengan lembaga Negara lainnya. 

2. Kedudukan lembaga Negara diartikan sebagai posisi yang didasarkan 

tugas dan fungsi utamanya.
12

 

Dengan kata lain kelembagaan Negara di Indonesia tidak bisa lagi dianalisis 

dengan pendekatan pemisahan kekuasaan model Trias Politica. Secara garis besar 

lembaga Negara di Indonesia terbagi dalam dua kelompok, yaitu lembaga Negara 

yang dibentuk oleh UUD dan lembaga yang dibentuk di luar UUD. Lembaga 

Negara yang pembentukannya diluar UUD sering kali disebut dengan lembaga 

Negara tambahan, atau dalam artian ia merupakan lembaga Negara yang tidak 

terdapat dalam konstitusi, namun di bentuk melalui UU. Karena itu memahami 

kelembagaan Negara Indonesia harus dilakukan melalui pendekatan tugas dan 

fungsinya.Tidak lagi seperti dulu, yang mengarah hanya kepada lembaga-lembaga 

yang pembentukan dan fungsinya diberikan oleh UUD. 

Ombudsman merupakan lembaga Negara yang tidak terdapat dalam 

UUD.Kelahirannya dilakukan oleh Undang-undang dalam rangka pengawasan 

kinerja aparatur Negara dan pemerintahan serta menampung keluhan 

masyarakat.Lembaga seperti ini belum diatur dalam UUD.Oleh sebab itu, dalam 

sistem pemisahan kekuasaan, Ombudsman sejajar dengan kekuasaan atau lembaga 

lainnya.Dengan tugas dan fungsi seperti itu, keberadaan Ombudsman sangat vital 

dalam pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari 

tujuan bernegara. 
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 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, 

(Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm.176 


